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Perubahan Frasa “Penyandang Cacat” dan Penyesuaian Klasifikasi Kelompok Rentan

 • 

• 
“ ” dengan
“ ”

 • rasa “ ” harus 
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• 
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). Sabian Utsman dalam “Metodologi Penelitian Hukum Progresif”, hal. 17, sebagaimana dikutip dalam 
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.”

• 

• 

• 

 

 

“2. Bencana 

langsor.”

“3. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau 

gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.”

“

sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror.”

“

58        
Kajian dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

PERLAK UU/PUSPANLAK UU TW I 2023



.”

• 

• 

• 

 

 

“2. Bencana 

langsor.”

“3. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau 

gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.”

“

sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror.”

“

       59
Kajian dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

PERLAK UU/PUSPANLAK UU TW I 2023



 

“1. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan 

.”

benda dan dampak psikologis. Kata “dan” dalam definisi bencana tersebut menimbulkan 

Ketentuan terkait penggunaan kata “dan” dalam peraturan perundang

“Untuk menyatakan sifat kumulatif, gunakan kata dan”

Oleh karena penggunaan kata “dan” dalam undang
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mengganti kata “dan” dalam akibat bencana yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 
1 UU Penanggulangan Bencana tersebut menjadi “dan/atau” guna memudahkan 

Hal ini dikarenakan kata “dan/atau” digunakan untuk menyatakan sifat kumulatif 

undangan. Dengan merubah kata “dan” menjadi “dan/atau” 

Pasal 1 angka 1 UU Penanggulangan Bencana diubah menjadi “

.”

 

 

Esti Retnowati, “Masuk Peringkat 37 Negara Rentan Bencana, Pemerintah Indonesia Asuransikan Asetnya”, diakses 

Dapat disimpulkan bahwa penggunaan kata ”dan” sebagai kata penghubung akibat 

Penanggulangan Bencana. Kata “dan” dalam 

Penggunaan kata “dan” sebagai kata penghubung 

Berdasarkan tabel tersebut, kata “dan” bukan merupakan 
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“

tingkatan bencana”

“

 
 
 
 
 
 
 
 

 

“ undang terkait”

 

“

 

 

 

 

 dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan.”
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alah “menjamin 

terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh”. 
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 Perubahan Frasa “Penyandang Cacat” dalam UU Penanggulangan Bencana

 
 
 
 

Frasa “penyandang cacat” dalam ketentuan Pasal 55 ayat (2) huruf c merupakan frasa 

 

 
 
 

Pencabutan tersebut merubah frasa “cacat” menjadi “disabilitas” dan memperluas definisi 

Penggunaan frasa “cacat” dalam UU Penanggulangan Bencana disebabkan karena UU 

Penanggulangan bencana adalah “memberika

bencana”. Namun, tujuan penanggulangan bencana 
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diatas, terdapat permasalahan penggunaan frasa “penyandang 
cacat” dalam UU Penanggulangan Bencana yang terdapat pada Pasal 55 ayat 2 huruf c UU 

u adanya perubahan nomenklatur “cacat” dalam 

 

 

Perubahan frasa “cacat” menjadi “disabilitas” dalam UU Penyandang Disabilitas 

Selain itu, frasa “cacat” memiliki konotasi yang 

Penggunaan frasa “penyandang cacat” dalam UU Penanggulangan Bencana tidak 

bahwa frasa “cacat” dalam UU Penanggulangan 
aras dengan penggunaan frasa “disabilitas” dalam UU 

Frasa “penyandang cacat” dalam ketentuan Pasal 

an frasa “penyandang cacat” belum 

“ ”
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Perubahan frasa “cacat” menjadi “disabilitas” dalam UU Penyandang Disabilitas 

Selain itu, frasa “cacat” memiliki konotasi yang 
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Uta 45 Jakarta, “Uta 45 Jakarta Hadir di Cianjur, Edukasi Hak Hak Korban Bencana Gempa Cia
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BNPB, “Kepala BNPB Tanda Tangani MoU dengan Kementerian ATR/BPN Terkait Mitigasi tata Ruang”, yang diakses 

BNPB, “MoU BNPB dan BPKP untuk Memperkuat Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan’, yang diakses di 

BNPB, “Rencana Nasional Penanggulangan bencana 2020 2024”, Jakarta, hlm x
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“Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BNPB dikoordinasikan oleh 

bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.”

berkaitan dengan Pelayanan Dasar Bidang “Ketentraman, Ketertiban Umum, dan 
Perlindungan Masyarakat” dan bagian dari Sub Unsur dari Pembagian

 

“Pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam 
penyelenggaraan penanggulangan bencana”
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“(2) a. Yang dimaksud dengan “prinsip cepat dan tepat” adalah bahwa dalam 

dengan tuntutan keadaan.”

 

Hasrul Hadi, dkk “Penguatan Kesiapsiagaan Stakeholder dalam Pengurangan Resiko Bencana Gempa Bumi”, Jurnal 

Sindonews.com, “DPR hentikan Pembahasan RUU Penanggulangan Bencana”, 

 

“Urusan Pemerintahan Waji

 
 
 
 
 
 sosial.”

Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar Bidang “Ketentraman, Ketertiban Umum, 
ungan Masyarakat” berdampingan dengan Kebakaran dan Ketertiban Umum. 

“(2) Prinsip

 
 ….”

Yudi Rusfiana dan Melinda Nurcahya Lestari, “Strategi Antisipasi Potensi Bencana Alam di Kabupaten 
Bandung”, Jurnal Konstituen 1, Vol. 3, Februari 2021, hlm. 32, diakses pada 22 Februari 2023.
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penanggulangan bencana, tahapan “tanggap darurat bencana” merupakan bagian 
dari “darurat bencana”, diman

tahap “tanggap darurat bencana” menjadi tahap “darurat bencana”.
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kebudayaan.”

 

 

 

 

 

 “Menteri, gubernur, dan bupati/walikota melakukan pengawasan ter

 

 

 

 
sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.”
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“Dana Darurat”. Dana Darurat dalam ketentuan lampiran peraturan tersebut pada poin 17 
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Dalam penjelasan Pasal 10 UU Konflik Sosial yang dimaksud dengan “media komunikasi” 

“

undangan.”

 

 

…

BNPB, 2012, “Pedoman Sistem Peringatan Dini Berbasis Masyarakat”, Jakarta, hal. 7 

 

 

 

BNPB, “BNPB Gelar Geladi Simulasi Early Warning System di Kwadungan, Ngawi”, diakses di 
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 penampungan dan tempat hunian.”
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“(1) Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, Pemerintah dapat:
 

 

 

undangan.”

 

 

Deny Hidayati, “Kesiapsiagaan Masyarakat: Paradigma Baru Pengelolaan Bencana Alam di Indonesia”, Jurnal 

“ ”

 

Ahmad Sabir dan M. Phil, “Gambaran Umum Persepsi Masyarakat Terhadap Bencana di Indonesia”, Jurnal Ilmu 
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dampak psikologis. Kata “dan” dalam definisi bencana tersebut menimbulkan 
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 Perubahan Frasa “Penyandang Cacat” dalam UU Penanggul
Penggunaan frasa “cacat” dalam UU Penanggulangan Bencana disebabkan oleh 
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“Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat” berdampingan 
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“ undang terkait”
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